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NOTA DINAS

Nomor : HK.01.00/ “!7 / DAGLU.1/ND/03/2026
Yth . Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
Dari . Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Hal : Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

(Perdirjen)

Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : *! Maret2026

Menindaklanjuti  telah  diterbitkannya  Peraturan  Direktur  Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Nomor 04/DAGLU/PER/03/2026 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara. Bersama ini
terlampir kami sampaikan Perdirjen dimaksud untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perdangan Luar Negeri,

=

Abu Amar

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);

2. Kepala Pusat Sistem Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal; dan
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NOMOR  04/DAGLU/PER/03/2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

Menimbang : a.

Mengingat :

EKSPOR BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

—

bahwa dalam rangka reformasi tata kelola ekspor batubara
melalui digitalisasi serta efektivitas dan kelancaran
pelaksanaan ekspor Batubara sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023
tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor S5 Tahun 2026 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23
Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, perlu
mengatur petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi atau
penelusuran teknis ekspor batubara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor
Batubara;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan :

- -

Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7156);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 168 Tahun
2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021
tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang
Perdagangan Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 275);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023
tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 197);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR
NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR
BATUBARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat
diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh
konsumen atau pelaku usaha.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah
pabean. '

Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum, yang melakukan Ekspor.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang
terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah
bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan
kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam
pelaksanaan kegiatan usahanya.

Eksportir Terdaftar yang selanjutnya disingkat ET adalah
Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa bukti pendaftaran
Eksportir.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang
selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara
pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia
untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
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Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah
izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut
IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di
wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang
diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut,
dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.

IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah
izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah
selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Operasi  Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan,
pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan
dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan
penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan
sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan
dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi
untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas
Ekspor.

Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat E-PNBP adalah sistem informasi yang digunakan
sebagai alat hitung atas kewajiban PNBP yang bersifat self
assessment.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya
disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau
penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui Modul
Penerimaan Negara atau sistem penerimaan negara yang
dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Report of Sampling and Analysis yang selanjutnya disingkat RoA
adalah laporan analisa pendahuluan yang mengandung
informasi kualitas Batubara yang sampelnya diambil sendiri
oleh Surveyor di stockpile.

Certificate of Sampling and Analysis yang selanjutnya disingkat
CoA adalah laporan analisa final yang mengandung informasi
kualitas Batubara yang sampelnya diambil sendiri oleh
Surveyor pada saat proses pemuatan barang ke dalam alat
angkut.

Certificate of Weight yang selanjutnya disingkat CoW adalah
laporan final hasil penentuan jumlah Batubara yang akan
diekspor.

Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah
dokumen yang berisi data dan informasi hasil kegiatan
Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu
yang dilakukan oleh Surveyor, dan menyatakan bahwa Barang
Ekspor yang diverifikasi telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perdagangan.

Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya
disingkat SINSW  adalah  sistem  elektronik  yang
mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan
proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen
kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen
kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang






